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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilah atas Rahmat dan Hidayat dari Allah SWT, akhirnya dokumen “ RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TRIMURTI TAHUN 2019 - 2024“ dapat terselesaikan dengan baik sebagai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipatit, demokratis dan pemberdayaan mejadi dasar yang kami utamakan.

Dokumen RPJMDes yang telah di susun ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode tahun 2019 - 2024 dan ini merupakan mengejahwantahan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.
       Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan RPJM Desa diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

         Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi  masyarakat dalam kerangka kebijakan maka disusun Pedoman dasar dalam  penyelenggaraan pemerintahan dalam  pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

       RPJM Desa Tahun 2019 - 2024 Desa Trimurti secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan,visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

         Penyusunan RPJM Desa Tahun 2019 - 2024 Desa Trimurti ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat  dalam menentukan  arah kebijakan pembagunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud
 Trimurti,  28 Desember 2018
     Tim Penyusun RPJM Desa
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BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa.  Sehingga ketika patisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan rasa “ ikut memiliki “ terhadap pembangunan didesanya.  Selanjutnya masyarakat akan “ ikut bertanggungjawab “ terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.  Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenanganannya.
Didalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.  Keberadaan RPJM Desa adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 6 tahun kedepan. RPJM Desa memberikan gambaran yang konkrit tentang program – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Desa yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan mengacu pada RPJM Desa Kabupaten Bantul. Proses penyusunan RPJM Desa ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM Desa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Sehingga diharapkan RPJM Desa ini telah mencerminkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.
Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2  Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang‑undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bantul. 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

10. SK Lurah Desa Trimurti Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tim Penyusun RPJMDes.

1.3 Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.4 . Maksud dan Tujuan
· Maksud

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.
RPJM Desa, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan  Kabupaten Bantul  2019 - 2024 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Desa diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan pembangunan secara spesifik di Desa Trimurti. Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

· Tujuan
Tujuan Penyusunan RPJM Desa adalah :

1. Menyediakan dokumen strategis Desa mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan Desa, Masyarakat luas maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.  

2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa Trimurti dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa. 

3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa  yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.

4. Meyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.

5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Desa.

BAB  II

PROFIL DESA
2.1 Kondisi Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat .


Desa Trimurti salah satu dari 2 desa yang ada di Kecamatan Srandakan yang terletak kurang lebih 200 m kearah Timur dari Kecamatan Srandakan, Desa Trimurti mempunyai wilayah seluas : 618,3 ha dengan jumlah penduduk : ± 18.150 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga : ± 6.190 KK dengan Batas – batas wilayah sbb :

	Sebelah Utara
	Kabupaten Kulon Progo

	Sebelah Timur
	Desa Triharjo dan Desa Caturharjo

	Sebelah Selatan
	Desa Poncosari

	Sebelah Barat
	Kabupaten Kulon Progo



 Iklim Desa Trimurti sebagaimana desa – desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Trimurti, dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi desa-desa yang lain. Ketinggian Tanah dari permukaan laut 8 m, banyak curah hujan 2.233 mm/tahun, topografi berbentuk dataran rendah, suhu udara rata-rata 280 C.
2.1.1 Sejarah Desa

                   Adapun nama Desa Trimurti, diambil karena Desa Trimurti merupakan penggabungan dari 3 Kelurahan lama yaitu Kelurahan Srandakan, Kelurahan Puron, Kelurahan Mangiran. Trimurti diartikan sebagai 3 wajah yang menjadi satu. “Tri” berarti Tiga dan “Murti” berarti wajah. Trimurti dibentuk pada bulan September Tahun 1946. 



Adapun Desa Trimurti dibagi menjadi 19 (Sembilan belas) Pedukuhan, yaitu :
1. Pedukuhan I Srandakan

2. Pedukuhan II Gerso

3. Pedukuhan III Klurahan

4. Pedukuhan IV Proketen

5. Pedukuhan V Jetis

6. Pedukuhan VI Sawahan

7. Pedukuhan VII Puron

8. Pedukuhan VIII Puluhan Kidul

9. Pedukuhan IX Puluhan Lor

10. Pedukuhan X Pedak

11. Pedukuhan XI Gunungsaren Kidul

12. Pedukuhan XII Gunungsaren Lor

13. Pedukuhan XIII Nengahan

14. Pedukuhan XIV Lopati

15. Pedukuhan XV Bendo

16. Pedukuhan XVI Celan

17. Pedukuhan XVII Cagunan

18. Pedukuhan XVIII Mangiran

19. Pedukuhan XIX Sapuangin


Para Lurah atau Kepala Desa Trimurti semenjak berdirinya Desa Trimurti adalah sebagai Berikut :
	NO
	NAMA
	MASA JABATAN
	KETERANGAN

	1
	R. Satari
	Seumur hidup
	Lurah Pertama

	2
	Pringgo Sarjono
	Seumur hidup
	Lurah Kedua

	3
	Puro Atmojo
	Seumur hidup
	Lurah Ketiga

	4
	Sukardjono 
	Periode tahun 1984 s/d 1992
	Lurah Keempat

	5
	Sukardjono
	Periode tahun 1992 s/d 2000
	Lurah kelima

	6
	Danuri
	Periode tahun 2002 s/d 2012
	Lurah Keenam

	7
	Agus Purwaka, ST
	Periode tahun 2012 s/d 2018
	Lurah Ketujuh

	8
	Agus Purwaka, ST
	Periode tahun 2018 s/d 2024
	Lurah Kedelapan


2.1.2 Demografi

 

Desa Trimurti terdiri dari 19 Pedukuhan dengan jumlah penduduk sebesar 18.150 jiwa merupakan salah satu dari 2 desa di Kecamatan Srandakan. Batas Wilayah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan  sebagai berikut :
  1. Sebelah Utara
: Sungai Progo
  2. Sebelah Timur
: Desa Triharjo dan Desa Caturharjo

  3. Sebelah Selatan
: Desa Poncosari

  4. Sebelah Barat
: Sungai Progo
    
Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi

:
24 Km


Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten

:
12 Km


Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 
          :  200 m

Jumlah penduduk Desa Trimurti pada tahun 2018 mencapai 18.150 jiwa terdiri dari Laki-Laki 9.069 jiwa dan Perempuan 9.081 jiwa dengan 6.190 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:
A. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan 

mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan 

umur di Desa Trimurti dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :
	Golongan Umur
	Jumlah Penduduk
	Jumlah
	Keterangan

	
	L
	P
	
	

	0 Bln – 12 Bln
	233
	184
	417
	

	13 Bln – 4 Thn
	342
	344
	       686
	

	5 Thn – 6 Thn
	272
	241
	513
	

	7 Thn – 12 Thn
	792
	762
	1.554
	

	13 Thn – 15 Thn
	386
	355
	741
	

	16 Thn – 18 Thn
	362
	366
	728
	

	19 Thn – 25 Thn
	907
	847
	1.754
	

	26 Thn – 35 Thn
	1.299
	1.296
	2.595
	

	36 Thn – 45 Thn
	1.322
	1.259
	2.581
	

	46 Thn – 50 Thn
	677
	676
	1.353
	

	51 Thn – 60 Thn
	1.229
	1.271
	2.500
	

	61 Tahun keatas
	1.248
	1.480
	2.728
	

	Jumlah
	9.069
	9.081
	18.150
	


Sumber Data : datapenduduk.bantulkab.go.id
       B. Jumlah Penduduk menurut Agama
Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Trimurti mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

· Islam
        
:       17.928
Orang

· Kristen
        
:             80
Orang

· Katolik


: 
   140 Orang

· Hindu 

       
: 
      2
Orang

· Budha


: 
- 
Orang


C. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut 
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah Penduduk
	Ket

	1
	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah
	4.605
	

	2
	SD
	3.596
	

	3
	SLTP
	2.658
	

	4
	SLTA / SMK
	5.705
	

	5
	Perguruan Tinggi
	1.586
	

	JUMLAH
	18.150
	


Sumber Data : datapenduduk.bantulkab.go.id


D. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian
Mata pencaharian penduduk di Desa Trimurti sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel  berikut ini :

	No
	Mata Pencaharian
	Jumlah Penduduk
	Ket

	1
	Belum/ Tidak Bekerja
	2.584
	

	3
	Mengurus Rumah Tangga
	860
	

	4
	Pelajar/Mahasiswa
	3.504
	

	5
	Pensiunan
	339
	

	6
	ASN
	458
	

	7
	TNI
	28
	

	8
	Kepolisian 
	30
	

	9
	Perdagangan
	72
	

	10
	Petani/ Perkebunan
	49
	

	11
	Peternakan
	2
	

	12
	Industri
	4
	

	13
	Konstruksi
	1
	

	14
	Transportasi
	1
	

	15
	Karyawan Swasta
	1.432
	

	16
	Karyawan BUMN
	34
	

	17
	Karyawan BUMD
	10
	

	18
	Karyawan Honorer
	51
	

	19
	Buruh Harian Lepas
	1.392
	

	20
	Buruh Tani/ Perkebunan
	3.377
	

	21
	Buruh Nelayan/ Perikanan
	1
	

	22
	Buruh Peternakan
	8
	

	23
	Pembantu Rumah Tangga
	11
	

	24
	Tukang Cukur
	2
	

	25
	Tukang Baju
	41
	

	26
	Tukang Kayu
	11
	

	27
	Tukang Sol Sepatu
	2
	

	28
	Tukang Las/ Pandai Besi
	1
	

	29
	Tukang Jahit
	20
	

	30
	Penata Rias
	4
	

	31
	Penata Rambut
	4
	

	32
	Mekanik
	7
	

	33
	Seniman
	14
	

	34
	Tabib
	1
	

	35
	Penterjemah
	1
	

	36
	Wartawan
	1
	

	37
	Ustadz/ Mubalig 
	2
	

	38
	Juru Masak
	2
	

	39
	Anggota DPRD Kabupaten
	1
	

	40
	Dosen
	8
	

	41
	Guru
	149
	

	42
	Pengacara
	1
	

	43
	Arsitek
	2
	

	44
	Konsultan
	2
	

	45
	Dokter
	5
	

	46
	Bidan
	11
	

	47
	Perawan
	24
	

	48
	Apoteker
	2
	

	49
	Penyiar Radio
	1
	

	50
	Pelaut
	1
	

	51
	Sopir
	41
	

	52
	Pialang
	1
	

	53
	Paranormal
	1
	

	54
	Pedagang 
	196
	

	55
	Perangkat Desa 
	26
	

	56
	Kepala Desa
	1
	

	57
	Wiraswasta
	2.749
	

	58
	Lainnya
	567
	

	JUMLAH
	18.150
	


Sumber Data : datapenduduk.bantulkab.go.id
2.1.3 Keadaan Sosial
Desa Trimurti tergolong Desa Karangkopek karena hanya mempunyai sedikit lahan pertanian, dengan kondisi ini justru menjadikan semangat untuk bekerja dan menggali potensi ekonomi selain persawahan. Potensi ekonomi penduduk Desa Trimurti bergerak dibidang home industri, kerajinan, perdagangan, jasa, peternakan, perikanan. Dengan perkembangan itu munculah industri kecil tahu, sentra kerajinan bambu, sentra industri bakpia, tempat perdagangan kaki lima, serta bekerja di perusahaan/pabrik di Kabupaten Bantul.

Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah kurangnya pemasaran produk-produk industri yang dihasilkan. Hal ini yang perlu di perhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan pemberdayaan UMKM, pembinaan dalam pemasaran produk unggulan desa.

Tingkat angka kemiskinan Desa Trimurti yang masih tinggi menjadikan Desa Trimurti harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi  bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Trimurti seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita ,Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat. Angka kemiskinan di Desa Trimurti sebanyak 3.759 KK.
KESEJAHTERAAN WARGA
	No
	Uraian
	Keterangan

	1
	Jumlah Penduduk Miskin
	3.759 KK

	2
	Jumlah Penduduk Sejahtera
	2.431 KK


PENGANGGURAN

	No
	Uraian
	Keterangan

	1
	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja
	  1.498 orang

	2
	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun
	   6.285 orang


FASILITAS PENDIDIKAN 
	No.
	Jenis Fasilitas Pendidikan
	Jumlah

	1.
	Gedung PAUD
	19

	2.
	Gedung TK
	12

	3.
	Gedung SD
	8

	4.
	Gedung SLTP
	1

	5.
	Gedung SLTA
	2

	6.
	Gedung SLB
	1


FASILITAS KESEHATAN

	No.
	Jenis Fasilitas Kesehatan
	Jumlah

	1.
	Posyandu Balita
	20

	2.
	Posyandu Lansia + PWRI
	21

	3.
	Poskokesdes
	1

	4.
	Posyandu Remaja
	5

	5.
	Klinik Swasta
	1

	6.
	Poskestren 
	2

	7.
	Dokter Praktek Swasta
	1

	8.
	Bidan Praktek Swasta
	2

	9.
	Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin
	2


2.1.4  Keadaan Ekonomi  

Kekayaan Sumber Daya Alam  yang ada di Desa Trimurti amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Trimurti Nomor 8 Tahun 2017 tentang APBDes tahun 2018 bahwa Sumber Pendapatan Desa :
1. Sumber Pendapatan Desa

a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan   partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui rekening kas desa;

3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh  Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun  Kekayaan desa terdiri dari :

a. Tanah kas desa

b. Bangunan desa yang dikelola desa

c. Badan Usaha Milik Desa 

d. Lain-lain kekayaan milik desa
          Desa Trimurti sebagaian besar mata pencaharian penduduknya adalah home industri yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi. 

2.1.4.1  Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa  diharapkan bersumber pada diri sendiri 

(kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada 

perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. 

     1. Prasarana kesehatan     : 

	1.
	Posyandu Balita
	=
	20 unit

	2.
	Posyandu Lansia
	=
	21 unit

	3.
	Poskokesdes
	=
	1 unit

	4.
	Posyandu Remaja
	=
	5 unit

	5.
	Klinik Swasta
	=
	1 unit

	6.
	Poskestren 
	=
	2 unit

	7.
	Dokter Praktek Swasta
	=
	1 orang

	8.
	Bidan Praktek Swasta
	=
	2 orang

	9.
	Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin
	=
	2 unit


    2. Prasarana Pendidikan

	1.
	Gedung PAUD
	=
	19 unit

	2.
	Gedung TK
	=
	12 unit

	3.
	Gedung SD
	=
	8 unit

	4.
	Gedung SLTP
	=
	1 unit

	5.
	Gedung SLTA
	=
	2 unit

	6.
	Gedung SLB
	=
	1 unit


   3. Prasarana Umum lainnya

· Tempat ibadah

         : 63 unit

· Lapangan Olah raga

         : 31 unit   

   Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

    Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,

b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,

c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.

d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

         Wilayah Desa Trimurti dengan luas 618,3 ha. Desa Trimurti terdiri dari 19 Pedukuhan, yaitu Pedukuhan I Srandakan, Pedukuhan II Gerso, Pedukuhan III Klurahan, Pedukuhan IV Proketen, Pedukuhan V Jetis, Pedukuhan VI Sawahan, Pedukuhan VII Puron, Pedukuhan VIII Puluhan Kidul, Pedukuhan IX Puluhan Lor, Pedukuhan X Pedak, Pedukuhan XI Gunungsaren Kidul, Pedukuhan XII Gunungsaren Lor, Pedukuhan XIII Nengahan, Pedukuhan XIV Lopati, Pedukuhan XV Bendo, Pedukuhan XVI Celan, Pedukuhan XVII Cagunan, Pedukuhan XVIII Mangiran, Pedukuhan XIX Sapuangin, Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Trimurti terdiri dari 1 Lurah Desa, 1 Carik Desa, Kaur TU dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan 19 Kepala Pedukuhan. Desa Trimurti terdiri dari 135 Rukun Tangga (RT).
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa


Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 



Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa Trimurti 

Tabel  :  Nama Pamong Desa Trimurti

	NO
	NAMA
	JABATAN

	
	
	

	1
	Agus Purwaka, S.T
	Lurah Desa

	2
	Heri Purwanto
	Carik

	3
	Gunawan
	Kepala Seksi Pemerintahan

	4
	Rini Lestari
	Kepala Seksi Kesejahteraan

	5
	Novika Putri Agustin
	Kepala Seksi Pelayanan 

	6
	Eko Herwantoro
	Kepala Urusan Keuangan

	7
	Printa Kusumastuti
	Kepala Urusan Tata Usaha

	8
	Budi Kuswantara
	Kepala Urusan Perencanaan

	9
	Parwata
	Dukuh Srandakan

	10
	Ny. Sutiyah
	Dukuh Gerso

	11
	Haryadi 
	Dukuh Klurahan

	12
	Susanto
	Dukuh Proketen

	13
	Sukirno
	Dukuh Jetis

	14
	Dasimin
	Dukuh Sawahan

	15
	Wahyudi Purwanto
	Dukuh Puron

	16
	Bambang Sudarisno
	Dukuh Puluhan Kidul

	17
	Wongso Mulyono
	Dukuh Puluhan Lor

	18
	Dasimin
	PJ Dukuh Pedak

	19
	Heru Kintaka
	Dukuh Gunungsaren Kidul

	20
	Suwardi
	Dukuh Gunungsaren Lor

	21
	Tantrawan
	Dukuh Nengahan

	22
	Sutiyem
	Dukuh Lopati

	23
	Partono
	Dukuh Bendo

	24
	Jamat
	Dukuh Celan

	25
	Supandi
	Dukuh Cagunan

	26
	Marwata
	Dukuh Mangiran

	27
	Subiyanta
	Dukuh Sapuangin

	
	
	


Tabel  : Nama Badan Permusyawaratan Desa Trimurti

	No
	Nama
	Jabatan

	1
	Drs. Pagi Nrwanto, M.Pd
	Ketua

	2
	Ir. Hernawan Wahyuwardana
	Wakil Ketua

	3
	Mawarsih Ratna Nawangsari, SE
	Sekretaris

	4
	Sidik Wijayahadi
	Anggota

	5
	Oni Kusmanto
	Anggota

	6
	Pairin
	Anggota

	7
	Ir. Samun
	Anggota

	8
	Junariah
	Anggota

	9
	Priyo Raharjo
	Anggota


2.1. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa


Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel  : Nama-.nama LPMD Desa Trimurti
	No
	Nama
	Jabatan

	1.
	Drs. Banu Mahatmanto,MM
	Ketua I

	2.
	Eka Yunianto, M.Pd
	Ketua II

	3.
	Temu Hartono, S.Pd.Jas
	Sekretaris I

	4.
	Nasar Riyanto
	Sekretaris II

	5.
	Landung Rofi’i
	Sekretaris III

	6.
	Tris Sutikno, S.Pd
	Bendahara I

	7.
	Asrofi, S.Ag
	Bendahara II

	8.
	Rundiman
	Sie Prasarana Fisik

	9.
	Sandiman
	Sie Prasarana Fisik

	10.
	Ngatija
	Sie Ekonomi

	11.
	Fajar Masa Utomo
	Sie Ekonomi

	12.
	Suhartono, M.Pd.I
	Sie Agama

	13.
	Drs. Riyanto
	Sie Agama

	14.
	Benu Sarjito
	Sie Sosial Budaya

	15.
	Sukardi
	Sie Sosial Budaya

	16.
	Idja
	Sie Sosial Budaya

	17.
	Sriyantoro, S.Pd
	Sie Pendidikan Pemuda dan Olahraga

	18.
	Hartanto, S.Pd
	Sie Pendidikan Pemuda dan Olahraga

	19.
	Wahyudi HS
	Sie LH dan Kesehatan

	20.
	Arif Iskandar A.Mpd
	Sie LH dan Kesehatan

	21.
	Tho’at Ambar Prayitno
	Sie Kamtibmas

	22.
	Wahya
	Sie Kamtibmas

	23.
	Sumarni
	Sie Pemberdayaan Perempuan

	24.
	Ariyani
	Sie Pemberdayaan Perempuan


Tabel  : Tim Penggerak PKK Desa Trimurti
	No
	Nama
	Jabatan

	1
	Susilawati
	Ketua

	2
	Rini Lestari
	Wakil Ketua I

	3
	Sutiyem
	Wakil Ketua II

	4
	Hartini
	Wakil Ketua III

	5
	Nawang
	Wakil Ketua IV

	6
	Printa Kusumastuti
	Sekretaris I

	7
	Atun
	Sekretaris II

	8
	Sugiyati
	Bendahara I

	9
	Nurumi Astuti
	Bendahara II

	10
	Suminem
	Anggota Pokja I

	11
	Retno Sundari
	Anggota Pokja I

	12
	Jumarmi
	Anggota Pokja I

	13
	Wagirah
	Anggota Pokja I

	14
	Sri Murdiasih
	Anggota Pokja I

	15
	Sutiyem
	Anggota Pokja II

	16
	Mulatmi
	Anggota Pokja II

	17
	Marzanah
	Anggota Pokja II

	18
	Ani Nazifah
	Anggota Pokja II

	19
	Sarini
	Anggota Pokja II

	20
	Opsiana Puji W
	Anggota Pokja II

	21
	Suti Sulati
	Anggota Pokja II

	22
	Heti Nuryatmi
	Anggota Pokja II (UP2K)

	23
	Zaini
	Anggota Pokja II (UP2K)

	24
	Suminah
	Anggota Pokja II (UP2K)

	25
	Hartini
	Anggota Pokja III

	26
	Zulimah
	Anggota Pokja III

	27
	Nasiyam
	Anggota Pokja III

	28
	Sulastri
	Anggota Pokja III

	29
	Supartinem
	Anggota Pokja III

	30
	Nawangsari
	Anggota Pokja IV

	31
	Bakti
	Anggota Pokja IV

	32
	Junariah
	Anggota Pokja IV

	33
	Juriah
	Anggota Pokja IV

	34
	Sagiyem
	Anggota Pokja IV

	35
	Novika Putri Agustin
	Anggota Pokja IV

	36
	Sri Muhajirin
	Anggota Pokja IV


Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi ‘kosmetik’ untuk sekedar memenuhi ‘qouta’ adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. 

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa. 

BAB III

POTENSI DAN MASALAH 

3.1. Potensi

Desa Trimurti memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.
3.1.1. Sumber Daya Alam
Desa

: Trimurti
Kecamatan
: Srandakan
Kabupaten
: Bantul
Propinsi
: DIY
	No
	Uraian Sumber Daya Alam
	Volume
	Satuan

	1
	Lahan persawahan
	34
	Ha

	2
	Sumber air
	-
	-

	3
	Lahan Tegalan
	7,5
	Ha

	4
	Sungai
	5000
	M

	5
	Tanah Pekarangan/Pemukiman
	576,8
	Ha


3.1.2. Sumber Daya Manusia
Desa

: Trimurti
Kecamatan
: Srandakan
Kabupaten
: Bantul
Propinsi
: DIY
	No
	Uraian Sumber Manusia (SDM)
	Volume
	Satuan

	1.
	Penduduk dan keluarga
	
	

	
	a. Jumlah penduduk laki-laki
	9.069
	Orang

	
	b. Jumlah penduduk perempuan
	9.081
	Orang

	
	c. Jumlah keluarga
	6.190
	KK

	2
	Mata Pencaharian utama penduduk
	
	

	 
	a. Belum/ Tidak Bekerja
	2.584
	Orang

	 
	b. Mengurus Rumah Tangga
	860
	Orang

	 
	c. Pelajar/Mahasiswa
	3.504
	Orang

	 
	d. Pensiunan
	339
	Orang

	 
	e. ASN
	458
	Orang

	 
	f. Karyawan Swasta
	1.432
	Orang

	 
	g. Buruh Harian Lepas
	1.392
	Orang

	
	h. Buruh Tani/ Perkebunan
	3.377
	Orang

	
	i. Guru
	149
	Orang

	
	j. Pedagang 
	196
	Orang

	
	k. Wiraswasta
	2.749
	Orang

	
	l. Lainnya
	1.110
	Orang

	3
	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan
	
	

	 
	a. Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah
	4.605
	Orang

	
	b. SD
	3.596
	Orang

	 
	c. SLTP
	2.658
	Orang

	 
	d. SLTA / SMK
	5.705
	Orang

	 
	e. Perguruan Tinggi
	1.586
	Orang


3.1.3. Kelembagaan / Organisasi
Desa

: Trimurti
Kecamatan
: Srandakan
Kabupaten
: Bantul
Propinsi
: DIY

	No
	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi
	Volume
	Satuan

	1.
	BPD
	1
	Lembaga

	2.
	LPMD
	1
	Lembaga

	3.
	PKK
	1
	Lembaga

	4.
	Karang Taruna
	1
	Lembaga

	5.
	Kelompok Tani
	7
	Kelompok

	6.
	KWT (Kelompok Wanita Tani)
	3
	Kelompok

	7.
	Desa Prima
	1
	Kelompok

	8.
	BUMDES
	1
	Lembaga 


3.1.4. Potensi Prasarana dan Sarana
Desa

: Trimurti

Kecamatan
: Srandakan

Kabupaten
: Bantul

Propinsi
: DIY

	No
	Uraian Sumber Daya Pembangunan
	Volume
	Satuan

	1.
	Aset prasarana umum
	
	

	
	a. Jalan
	87.889
	M

	
	b. Jembatan
	26
	Unit

	2
	Aset Prasarana pendidikan
	
	

	 
	a. Gedung PAUD
	19
	Unit

	 
	b. Gedung TK
	12
	Unit

	 
	c. Gedung SD
	8
	Unit

	 
	d. Gedung SLTP
	1
	Unit

	
	e. Gedung SLTA
	1
	Unit

	
	f. Gedung SLB
	1
	Unit

	3
	Aset prasarana kesehatan
	
	

	 
	a. Posyandu Balita
	20
	Unit

	 
	b. Posyandu Lansia
	21
	Unit

	 
	c. Poskokesdes
	1
	Unit

	 
	d. Posyandu Remaja
	5
	Unit

	
	e. Klinik Swasta
	1
	Unit

	
	f. Poskestren 
	2
	Unit

	
	g. Dokter Praktek Swasta
	1
	Orang

	
	h. Bidan Praktek Swasta
	2
	Orang

	
	i. Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin
	2
	Unit

	
	j. MCK
	2.964
	Unit

	
	k. Sarana Air Bersih
	1.588
	Unit

	
	l. IPAL Komunal
	5
	Unit

	4
	Aset prasarana ekonomi
	
	

	 
	a. Pasar Tradisional 
	1
	Unit

	5
	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
	
	

	 
	a. Jumlah kelompok usaha
	74
	Kel

	 
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat
	51
	Kel

	6
	Aset berupa modal 
	
	

	 
	a. Total aset produktif (sawah)
	33.5
	Ha


3.1.5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya 

Desa

: Trimurti
Kecamatan
: Srandakan
Kabupaten
: Bantul
Propinsi
: DIY
	No
	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya
	Volume
	Satuan

	1.
	Kegiatan Pengajian Rutin
	97
	Orang

	2.
	Bersih Desa
	29
	Orang

	3.
	Kegiatan Kerjabakti
	50
	Kegiatan

	4.
	Peringatan PHBI
	32
	Kegiatan

	5.
	Adat Temu Manten
	41
	Kegiatan

	6.
	Adat Gotong Royong Mendirikan Rumah
	33
	Macam

	7.
	Adat Gotong Royong Pemakaman Jenazah
	25
	Orang

	8.
	Adat Peringatan Kelahiran
	19
	Kegiatan

	9.
	Adat Selamatan Petik Padi
	10
	Kegiatan

	10.
	Adat Menghadiri hajatan (nikah, khitanan)
	36
	Kegiatan

	11.
	Selamatan habis ada orang meninggal dunia
	73
	Kegiatan

	
	7 hari
	1
	Kegiatan

	
	40 hari
	1
	Kegiatan

	
	100 hari
	1
	Kegiatan

	
	1 tahun
	1
	Kegiatan

	
	2 tahun
	1
	Kegiatan

	
	1000 hari
	1
	Kegiatan


3.2. Masalah

     Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Trimurti yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan       menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta      Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan      para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah,      potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak      terakomodasi.

     Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring      terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk      maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah      pokok dan penting. 

    Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh      masyarakat yang bersumber dari potret desa, kalender musim dan bagan       kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan,      pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan      masyarakat desa.
   Tabel : Bidang dan Permasalahan
	No
	Bidang
	Masalah

	1
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
	1. Penetapan dan penegasan batas Desa; yaitu : patok batas desa

2. Pendataan Desa; yaitu : profil desa

3. Penyusunan tata ruang Desa; yaitu : pembangunan ruang hijau desa
4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu : Musrenbangdes
5. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : peta desa

6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu : RPJMDes & RKPDes
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; yaitu : LPPD, APBDes & LRA
8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; yaitu : Sarpras dan SPP PNPM-MPd
9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; yaitu : Rehap Kantor Desa
10. Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Legalisasi Sultan Ground

11. Peningkatan Kapasitas Pamong Desa dan Lembaga Desa


	2
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu : pembangunan jalan, drainase, IPAL dan Sarana Air Bersih
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Poskesdes, Posyandu, Kampung KB
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : TK, PAUD, TPQ
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu : BUMDes, saluran irigasi, UMKM, dan Sentra Hasil Industri Lokal
5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : penghijauan, Pengelolaan Sampah, dan Ruang Terbuka Hijau
6. Pembangunan Desa Wisata
7. Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga dan Arena Bermain Anak
8. Pembangunan sarana dan prasarana dissabilitas/masyarakat berkebutuhan khusus

	3
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : RT,LPMD,PKK, karang taruna, FPRB
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu : siskamling, linmas
3. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : PHBA, pembinaan kaum rois, pendidik TPQ/TPA
4. Pembinaan Kegiatan olah raga masyarakat
5. Pembinaan lembaga adat; yaitu : merti dusun, bersih dusun
6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Desa Budaya
7. Pembinaan kader kesehatan desa
8. Pembinaan Pendidik PAUD dan TK milik desa

	4
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; yaitu : Gapoktan, KWT, P3A, UMKM, Pelatihan penggunaan Bahan bekas, Kopwan dan  Puap.
2. Pelatihan kewirausahaan dan pemasaran produk unggulan desa
3. Pelatihan teknologi tepat guna; yaitu :  biogas, Komposter
4. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; yaitu : Bimtek, Sosialisaisi peyelenggaraan Pemdesa
5. Peningkatan kapasitas masyarakat; yaitu :  Pelatihan menjahit, bengkel, elektronik


3.2.1 Isu/ masalah Utama

        Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian            informasi  dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Untuk mengetahui secara detail mengenai potensi dan masalah yang ada di masing-masing dusun / Lingkungan dapat dilihat dalam lampiran.

Demikian potensi dan masalah yang berhasil dihimpun dalam tahap pengkajian keadaan desa. masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Desa Trimurti selama 6 tahun kedepan.
BAB  IV

RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2019 – 2024
4.1 Visi dan Misi

4.1.1  Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Desa Trimurti harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s. 

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka Menengah yang ingin diraih oleh Kepala Desa / Lurah  yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Kepala Desa / Lurah.  Adapun Visi Kepala Desa / Lurah Desa  Trimurti adalah sebagai berikut :
TERWUJUDNYA DESA TRIMURTI SEBAGAI “GERBANG UTAMA” BANTUL.
“GERBANG UTAMA” : GERAKAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta  mempersatukan anggota masyarakat. 
     4.1.2  Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa  selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Kepala Desa / Lurah desa Trimurti seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi desa Trimurti sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Desa dan Lembaga-lembaga Desa maupun pedukuhan serta kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, demokratis, agamis dan berbudaya dengan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan.

3. Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat dengan prioritas perhatian pada ibu hamil dan menyusui serta balita, remaja dan lansia bersama-sama dengan kader desa, puskesmas dan instansi terkait lainnya.

4. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Desa Trimurti dengan prioritas perhatian pendidikan anak usia dini dan TK termasuk pengelola dan sarana prasarananya.

5. Mengembangkan Desa Trimurti sebagai desa persinggahan yang menunjang pengembangan jalur wisata, jalur bandara “NYIA”, jalur lintas provinsi maupjn wajah depan Yogyakarta sehingga bisa meningkatkan kegiatan perekonomian, kewirausahaan, dan kesejahteraan masyarakat.

6. Peningkatan dan optimalisasi peranan BUMDes untuk mengembangkan sumber daya dan potensi desa serta pendapatan asli desa.

7. Mengoptimalkan kegiatan generasi muda melalui olahraga, seni, budaya, keagamaan dan kegiatan lainnya agar tercipta generasi muda yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia.

8. Secara bertahap mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan kegiatan perlatihan maupun peluang usaha bekerjasama dengan instansi terkait.

9. Pembinaan dan pengembangan kegiatan seni, budaya dan home industry sebagai potensi unggulan desa.

10. Pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dengan pemanfaatan lahan pertanian dan pekarangan yang ada dengan intensifikasi maupun kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

11. Pembangunan desa yang berwawasan lingkungan di semua pedukuhan.

4.2  Kebijakan Pembangunan

   Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2019-2024, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa. 

     Disamping itu, pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat      pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang      memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-     kota. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ini secara detail mengenai startegi       di masing-masing dusun / Lingkungan dapat dilihat dalam lampiran.

4.2.1  Arah Kebijakan Pembangunan Desa

          Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut: 
4.2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD serta lembaga-lembaga desa yang ada.

2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat bersama dengan instansi terkait.

3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan koordinasi, pengembangan dan peran serta lembaga pemberdayaan serta lembaga desa lainnya dalam pembangunan desa.

4. Sertifikasi tanah desa dan tanah masyarakat dengan cara mudah, cepat, dan murah.

5. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

6. Penyusunan dan updating Profil Desa serta Monografi Desa.

7. Peningkatan administrasi kependudukan berbasis IT.

8. Pembinaan sosial politik bagi masyarakat.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan LKD dalam perencanaan pembangunan desa dan Musrenbang desa.

10. Perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sasaran.

11. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan RAPB Desa.

12. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah desa secara rutin dan berkala.

13. Penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun maupun akhir masa jabatan Lurah Desa.

14. Pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan desa yang aplikatif, transparan dan akuntable.

15. Penggalian sumber pendapatan desa.

16. Penyiapan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDes yang tepat waktu.

17. Peningkatan pengendalian pelaksanaan APB Desa.

18. Pengelolaan surat menyurat dan arsip pemerintah Desa.

19. Pengelolaan barang inventaris desa.

20. Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan desa.

21. Pengembangan website Desa.

22. Peningkatan fasilitas rapat/ pertemuan, upacara dan kegiatan pemerintah desa lainnya.
1.2.1.1 Pelaksanaan pembangunan desa:
1. Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan di semua dusun.

2. Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Pembangunan gedung PAUD dan TK.

4. Pembangunan gedung olahraga, balai dusun dan gapura.

5. Pembangunan sarana prasarana irigasi.

6. Pembangunan drainase dan SPAh dan talud.

7. Pembangunan sarana air minum dan air bersih.

8. Pengembangan IPAL KOMUNAL.

9. Pengembangan dan penataan perkantoran desa dan bangunan desa.

10. Pembangunan sistem pengelolaan sampah dan sarana prasarananya

11. Pengembangan kawasan pusat persinggahan dan ruang promo.

12. Pengembangan BUMDes

13. Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan
         4.2.1.3 Pembinaan kemasyarakatan:
1. Pembinaan dan pengembangan UMK dan kewirausahaan.
2. Pembinaan dan pengembangan pertanian, peternakan, perikanan.

3. Pembinaan, pengembangan dan pemasaran produk unggulan desa.

4. Pembinaan rutin untuk ibu hamil dan menyusui.

5. Pembinaan keagamaan, takmir masjid dan kaum rois

6. Pembinaan Caten, nikah, cerai, talak, rujuk.

7. Pembinaan dan pengembangan kegiatan seni dan budaya masyarakat.

8. Pembinaan dan pengembangan desa siaga dan DB4MK.

9. Pembinaan kaum diffabel, fakir miskin dan dhuafa.

10. Pembinaan olahraga bagi aparatur desa dan masyarakat.
1.2.1.2  Pemberdayaan Masyarakat Desa:
1. Pelayanan yang prima dan memuaskan sesuai SOP dengan berbasis IT.

2. Pengembangan peran serta kader kesehatan dan posyandu balita, remaja dan lansia dalam peningkatan PHBS dan derajah kesehatan masyarakat.

3. Monitoring balita dan penderita gizi buruk.

4. Pengembangan keluarga berencana dan kampung KB bersama kader PPKBD dan masyarakat.

5. Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan TK termasuk pengelola dan sarana prasarananya.

6. Monitoring jam belajar masyarakat.

7. Peningkatan peran serta PKK dan karang taruna dalam pembangunan desa.

8. Pengembangan potensi generasi muda.

9. Pendataan keluarga miskin dan pengklasifikasian kemiskinan.

10. Pengembangan potensi wisata desa.
Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan desa, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian RPJM Desa sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke desa, program dari SKPD, jumlah alokasi dana desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Desa (PADesa). Secara lebih terinci program pembanguna desa dijabarkan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

1.2.2 Strategi Pencapaian

     Upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa dilakukan tindakan   

     strategis yang bersifat internal dan eksternal. 
A. Strategi internal pencapaian program pembangunan desa meliputi:

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan asset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan public yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau. 
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan pertisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supra desa dan infra desa. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapnya, maka leading sectornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana kepala desa menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaanya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapnya.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat desa semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.
B. Strategi eksternal pencapaian program pembangunan desa antara lain ; 
1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD. 
2. Membangun kerjasama ditingkat antar desa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reoroentasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Desa. 
4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Desa melalui haering dan jaring asmara. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Desa, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.
  Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran. 

 Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.
Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

            1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun    

                administrasi

            2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)

            3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak

            4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan
Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD

2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang 

    bertanggungjawab, yang pelaksanaanya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.

3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian 
    kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes. 

4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa dalam setiap 
    akhir tahun anggaran.

BAB  V

PENUTUP
Bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka diperlukan kerangka kebijakan yang mampu mewadai dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk keterlibatan warga (masyarakat) dalam setiap tahapan proses penyusunan prioritas pembangunan. Untuk itu dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan haruslah dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat serta dilakukan secara partisipasi.

Metode perencanaan partisipasi adalah satu upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan partisipasi masyarakat ditempatkan menjadi pelaku utama kegiatan sejak perumusan ide sampai perumusan akhir perencanaan pembangunan. Pada intinya pendekatan partisipasi merupakan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat serta diawasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memfasilitasi masyarakat dalam menjawab kebutuhan yang masyarakat butuhkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6  tahun yang memuat arah kebijakan umum desa dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Madiun, lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Demikian RPJM Desa, Desa Trimurti ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul  tahun 2019 -2024 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP desa.
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